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 This study aims to examine and analyze the application of Value-Added 

Tax (VAT) collection, recording, and reporting procedures for 

package delivery services at PT POS Sumbawa Branch. The study uses 

a qualitative descriptive method with data collection techniques 

through interviews and documentation. The results show that PT POS 

Sumbawa Branch has implemented VAT collection, recording, and 

reporting procedures in accordance with applicable tax regulations. 

VAT collection is done correctly, VAT recording is done accurately, 

and VAT reporting is done on time.This study also finds that PT POS 

Sumbawa Branch has conducted internal supervision to ensure that 

VAT procedures are followed correctly. However, this study suggests 

that PT POS Sumbawa Branch needs to conduct regular employee 

training to ensure that employees understand the applicable VAT 

procedures. 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT POS Cabang Sumbawa telah 

menerapkan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN 

atas jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Pemungutan PPN dilakukan dengan benar, pencatatan PPN 

dilakukan secara akurat, dan pelaporan PPN dilakukan tepat 

waktu.Penelitian ini juga menemukan bahwa PT POS Cabang 

Sumbawa telah melakukan pengawasan internal untuk memastikan 

bahwa prosedur PPN diikuti dengan benar. Namun, penelitian ini juga 

menyarankan bahwa PT POS Cabang Sumbawa perlu melakukan 

pelatihan karyawan secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan 

memahami prosedur PPN yang berlaku. 
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PENDAHULUAN 

Dengan adanya prinsip pajak pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi 

dalam Daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan pajak pertambahan 
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nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa, namun berdasarkan 

pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidak mengenakan pajak pertambahan 

Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal ini dimaksudka untuk mendorong kegiatan 

ekonomi dan kestabila social. 

Berdasarkan pasal 9 angka 3 dan pasal 12 angka 3 PP No. 50 tahun 1994 dan PP No. 

144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yang terutang PPN,menyatakan bahwah salah satu jasa 

yang terutang PPN adalah jasa pengiriman paket, sebesar 11% dari jumlah tagihan atau dari 

jumlah seharusnya ditagih. Namun tidak demikian yang tercantum di dalam resi tanda terima 

pengiriman paket melalui PT.Pos Indonesia,yang hanya mencantumkan sejumlah beban uang 

yang harus dibayar oleh pengirim paket, tanpa mencantumkan tambahan PPN nya. Penulis 

mengambil data PPN pada PT.Pos Indonesia karena perusahan Wajib pajak sudah memenuhi 

Subjek dan Objek pajak pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di 

Indonesia dengan kegiatannya jasa pengirim paket. Selain itu penulis memilih peruusahaan ini 

bertujuan unruk mengetahui penerapan prosedur,pemungutan pelaporan pajak agar sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu undang-undang No.42 Tahun 2009 

tentang PPN. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan pada PT. POS Indonesia Cabang Sumbawa yang berlokasi di 

Jl.Garuda No.99, Lempeh, Kec. Sumbawa Data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa 

data kualitatif yang sumber datanya di ambil dari PT. POS Indonesia Cabang Sumbawa dengan 

mengunakan metode pengumpulan data dan wawancara. Dokumentasi  dan Observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Dasar Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan Dan Pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT POS Cabang 

Sumbawa 

Undang-undang perpajakan Republik Indonesia No.8 Tahun 1983 sebagaimana yang 

telah diubah dengan undang-undang No.7 tahun 2021 objk pajak yang diatur dalam pasal 4 

undang- undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang, jasa dan pajak atas 

penjualan barang mewah, menyatakan bahwa salah satu jasa yang terutang PPN adalah jasa 

pengiriman paket, yaitu 11% (sebelas persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang 

seharusna ditagih dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara. 

Dengan adanya prinsip pajak pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam 

Daerah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengenaan pajak pertambahan nilai pada 

dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa, namun berdasarkan pertimbangan 

social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidak mengenakan pajak pertambahan Nilai terhadap 

barang dan jasa tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan 

kestabilan social. 
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2. Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket 

Pada PT POS Cabang Sumbawa 

Berdasarkan hasil wawancara diatas terhadap pemungutan PPN di PT POS Cabang 

Sumbawa.Pembuatan Faktur Pajak: PT Pos Cabang Sumbawa membuat faktur pajak untuk 

setiap penyerahan barang dan jasa yang dikenai PPN. Faktur pajak ini merupakan bukti 

pungutan pajak yang sah dan harus diterbitkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) seperti PT 

Pos Cabang Sumbawa. Pelaporan PPN: PT Pos Cabang Sumbawa juga melaporkan PPN yang 

dipungut dan dibayar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan 

Masa (SPT Masa) PPN. 

SPT Masa PPN ini digunakan untuk melaporkan kegiatan pemungutan dan pembayaran 

PPN dalam suatu masa pajak tertentu. Dengan demikian, PT Pos Cabang Sumbawa telah 

menjalankan prosedur pemungutan dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah patuh terhadap kewajiban 

perpajakan terkait PPN. 

          Sebagaimana yang dijelaskan Kembali oleh bapak Rudi selaku bagian dari keuangan di 

PT POS Cabang Sumbawa Sebagai berikut: 

“Jenis layanan yang dikenai PPN di PT Pos Cabang Sumbawa antara lain pengiriman paket, 

wesel pos, dan jasa lainnya yang dikenai PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku, kami memastikan kepatuhan terhadap peraturan PPN dengan melakukan pelatihan 

kepada karyawan, memantau perubahan peraturan perpajakan, dan melakukan audit internal 

untuk memastikan bahwa proses pemungutan PPN telah dilakukan dengan benar.” 

 

3. Prosedur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket 

Pada PT POS Cabang Sumbawa 

Berikut adalah langkah-langkah pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT POS Cabang 

Sumbawa: 

1. Menghitung PPN Keluaran: PT POS Cabang Sumbawa menghitung PPN Keluaran atas 

jasa pengiriman paket yang dipungut dari pelanggan. PPN Keluaran ini dihitung 

berdasarkan tarif PPN yang berlaku dan nilai penyerahan jasa pengiriman paket. 

2. Menghitung PPN Masukan: PT POS Cabang Sumbawa juga menghitung PPN Masukan 

atas perolehan barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan usaha pengiriman paket. 

PPN Masukan ini dapat dikurangkan dari PPN Keluaran untuk menentukan PPN terutang. 

3. Membuat SPT Masa PPN: PT POS Cabang Sumbawa membuat Surat Pemberitahuan Masa 

(SPT Masa) PPN pada akhir masa pajak. Dalam SPT Masa PPN, PT POS Cabang Sumbawa 

melaporkan PPN Keluaran, PPN Masukan, dan PPN terutang. 

4. Menghitung PPN Terutang: PT POS Cabang Sumbawa menghitung PPN terutang dengan 

mengurangkan PPN Masukan dari PPN Keluaran. Jika PPN Keluaran lebih besar dari PPN 

Masukan, maka PT POS Cabang Sumbawa memiliki PPN kurang bayar yang harus dibayar 

ke kas negara. 

5. Membayar PPN Terutang: PT POS Cabang Sumbawa membayar PPN terutang sesuai 

dengan perhitungan dalam SPT Masa PPN. Pembayaran PPN terutang dilakukan melalui 

bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. 
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6. Mengarsipkan Dokumen: PT POS Cabang Sumbawa mengarsipkan semua dokumen yang 

terkait dengan pelaporan PPN, termasuk SPT Masa PPN, faktur pajak, dan bukti 

pembayaran PPN. Dokumen-dokumen ini harus disimpan dengan baik dan dapat diakses 

jika diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT POS Cabang Sumbawa 

disumpulkan sebagai Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada PT POS Cabang Sumbawa telah 

memenuhi kewajiban perpajakan dengan memungut, mencatat, dan melaporkan PPN atas jasa 

pengiriman paket. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP).  Transparansi dan Akurasi Penerapan prosedur PPN yang tepat 

memastikan transparansi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan Perusahaan. 

       Penghindaran Sanksi Dengan melakukan pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN 

yang benar, PT POS Cabang Sumbawa dapat menghindari sanksi perpajakan yang tidak perlu. 

Peningkatan Kepercayaan Penerapan prosedur PPN yang baik dapat meningkatkan 

kepercayaan pelanggan dan stakeholders terhadap PT POS Cabang Sumbawa. 

        Dengan demikian, penerapan prosedur pemungutan, pencatatan, dan pelaporan PPN atas 

jasa pengiriman paket pada PT POS Cabang Sumbawa telah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

 

SARAN 

 Pengembangan Sistem Akuntansi PT POS cabang Sumbawa perlu mengembangkan 

sistem akuntansi yang lebih baik untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan PPN. 

Pelatihan dan Pengembangan PT POS cabang Sumbawa perlu melakukan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai yang terkait dengan prosedur PPN untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan mereka. Pengawasan dan Evaluasi PT POS cabang Sumbawa 

perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap prosedur PPN untuk memastikan bahwa 

prosedur tersebut telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku No.7 

Tahun 2021 dengan demikian, PT POS cabang Sumbawa dapat meningkatkan kualitas 

penerapan prosedur PPN dan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga dapat mengurangi 

risiko kesalahan dalam penerapan prosedur PPN dan meningkatkan efisiensi dalam proses 

bisnis. 
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